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ABSTRAK

Nama : Nya Tiapon

Nim 1190101019

Jurusan :Hukum Ekonomi Syariah

Judul :Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dari Resiko Pembobolan
Dana

Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di sektor perbankan
menjadi sebuah hal yang urgen, mengingat telah banyak munculnya kejadian
pembobolan dana nasabah yang bahkan justru oleh pegawai bank sendiri. Jenis
kejahatan perbankan yang diamati dalam penelitian ini adalah kejahatan
perbankan yang melibatkan pegawai bank. Pemilihan jenis kejahatan yang
melibatkan pegawai ini didasarkan pada kenyataan bahwa mayoritas kejahatan
perbankan yang akhir-akhir ini terjadi dilakukan oleh orang yang terlibat sebagai
pengelola bank, sehingga faktor penyebabnya perlu segera diketahui demi
menentukan tindakan pencegahan yang tepat. Berdasarkan bentuk perlindungan
hukum terhadap nasabah terkait pembobolan dana milik nasabah tersebut oleh
pegawai bank dan pertanggung jawaban bank atas pembobolan dana yang
dilakukan oleh pegawai bank itu sendiri.

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian normatif dengan
pendekatan Pendekatan-statute approach, case approach dan bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukan perlindungan hukum bagi nasabah dari resiko
pembobolan dana ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan
konsumen merupakan jaminan undang-undang inilah yang melindungi konsumen
termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang perlindungan
konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani nasabah secara
benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan
jaminan jasa yang diberikan. Tanggung jawab bank terhadap hak yang dirugikan
dalam pembobolan dana nasabah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang
perbangkan. Bentuk tanggung jawab dari pihak bank terhadap pihak nasabah yang
mengalami tindakan kejahatan bank dalam hal ini terjadi kasus pembobolan dana
nasabah, ialah terdapat dua bentuk tanggung jawab, yaitu bentuk tanggung jawab
hukum pidana, dan bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata. Dimana dalam
kedua bentuk tanggung jawab tersebut terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan
pihak yang melakukan tindakan kejahatan bank.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat
banyak. Setiap usaha bank yang dijalankan selalu menghadapi risiko. Dalam dunia
perbankan kecurangan merupakan penipuan yang memang disengaja dilakukan oleh
sebagian seseorang atau sebagian kelompok orang sehingga menimbulkan kerugian
tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi

pelaku kecurangan.

Karena maraknya terjadi kecurangan yang disebabkan karena ketidak puasan
sebagian oknum sehingga mereka mencari cara agar bagaimana caranya mendapatkan
hasil yang bagus tanpa cara atau prosedur yang baik. Sehingga hal ini tidak
dipungkiri menyebabkan banyaknya fraud atau kecurangan dalam bahasa perbankan,

jika ini terus menerus terjadi maka terjadi pailit pada bank tersebut.

Jadi melalui dasar penjelasan tersebut, bank mempunyai fungsi sebagai sarana
mobilisasi dalam melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut perbankan. Fungsi
bank ini diperlukan bagi perkembangan perekonomian suatu negara dan peningkatan
standar taraf hidup masyarakat. Oleh karena fungsi bank tersebut yang sangat krusial

bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan usaha bank harus berdasarkan



prinsip kepercayaan, mengapa kepercayaan itu penting, dari pengertian bank saja
mengartikan sebagai pihak kepercayaan untuk menyimpan uang atau transaksi
perbankan lainnya. Maka untuk menjaga kepercayaan itu dibutuhkan sebuah usaha
yang matang, atau bagaimana caranya agar mendapat nasabah atau menjaga nasabah

lama agar tidak kehilangan kepercayaan.

Pada dasarnya perbankan adalah sumbuh tempat berputar sistem keuangan
dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan
masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antar negara yang
disebabkan oleh lajunya arus informasi yang diterima terutama di era globalisasi saat
ini.

Bank sentral dalam hal ini merupakan poros atau sumbu yang berada di setiap
negara, yang didampingi oleh bank-bank umum komersial maupun bank-bank
syariah.! Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dinyatakan asas, fungsi dan tujuan.

Dimana dalam kegiatan perbankan menggunakan asas demokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dan fungsi utama perbankan adalah
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sedangkan tujuan dari pada

perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional

! Chainur Arrasjid, Hukum Pidana Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 2



dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas

nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.”

Sesuai dengan isi UU No. 10 Tahun 1998, pelaksanaan prinsip kehati-hatian
perbankan didasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat. Sebagai lembaga perantara, falsafah yang mendasari
kegiatan usaha bank adalah kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, bank juga
disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang ciri-ciri utamanya adalah

sebagai berikut:

1. Dalam menerima simpanan dari Surplus Spending Unit (SSU), bank
hanya memberikan pernyataan tertulis yang menjelaskan bahwa bank
telah menerima simpanan.

2. dalam jumlah dan untuk jangka waktu tertentu. Dalam menyalurkan dana
kepada Defisit Spending Unit (DSU), bank tidak selalu meminta agunan
berupa barang sebagai jaminan atas pemberian kredit yang diberikan
kepada DSU yang memiliki reputasi baik.

3. Dalam melakukan kegiatannya, bank lebih banyak menggunakan dana
masyarakat yang terkumpul dalam banknya dibandingkan dengan modal

dari pemilik atau pemegang saham bank.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan

kepentingan masyarakat di samping kepentingan bank itu sendiri dalam

2H. Malayu S.P. Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 3



mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi
nasional sesuai dengan fungsinya sebagai Agent of Development dalam rangka

mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

Keberadaan bank di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran yang cukup
penting. Itu dapat dilihat dari fungsi lembaga perbankan baik Bank Umum maupun
Bank Perkreditan yang merupakan roh dari sistem keuangan negara. Bank menjadi
wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintah, swasta maupun orang secara pribadi
untuk menyimpan dana dan juga sebagai sarana dalam berbagai transaksi keuangan.
Melalui lembaga pengumpulan dana, bank bisa menyalurkan kembali dana yang telah

terkumpul kepada masyarakat melalui pranata hukum perkreditan.

Selain fungsi, bank juga memberikan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh
nasabah maupun masyarakat umum. Baik pemberian jasa kepada nasabah berskala
besar maupun kepada nasabah yang berskala kecil. Pemberian jasa kepada nasabah
yang berskala besar seperti perusahaan-perusahaan besar atau institusi yang dikenal

dengan istilah wholesale banking atau corporate banking.

Sedangkan pemberian jasa kepada nasabah yang berskala kecil atau menengah
disebut dengan retail banking ataupun consumer banking. Bank juga melakukan
private banking dimana bank melayani nasabah yang mempunyai profesi tertentu atau

orang-orang kaya yang lebih suka dengan pelayanan secara khusus.’

? Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, Intermedia, Jakarta, 1993, hal.l.



Selain jasa tersebut di atas, perbankan juga mempunyai jasa seperti jasa
transfer dana, inkaso, maupun safe deposit box. Nasabah juga dapat memanfaatkan
bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan non-bank seperti produk asuransi
yang dikaitkan dengan bank (bancassurance) dan reksadana. Pada era informasi ini,
perilaku konsumen mulai banyak berubah. Dalam melakukan suatu transaksi, mereka
kini sangat mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan

kesederhanaan. Kenyataan ini merupakan tantangan terbesar bagi industri perbankan.

Oleh karena itu, kehadiran layanan internet banking sebagai media alternatif
dalam memberikan kemudahan-kemudahan bagi nasabah suatu bank sepertinya
menjadi solusi yang cukup efektif. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan
yang dimiliki oleh internet itu sendiri. Dimana ketika seseorang ingin melakukan
transaksi melalui layanan internet banking, dapat melakukannya di mana dan kapan

saja.

Dengan kata lain, pemanfaatan layanan internet banking, menjadikan lembaga
perbankan tidak lagi memerlukan pengembangan kantor baru atau wilayah layanan
baru, di mana biaya yang diperlukan sangat besar. Persepsi ini semata-mata karena
adanya inovasi pada perusahaan yang memungkinkannya berinteraksi secara lebih

baik dan sekaligus dapat mempromosikan layanannya sendiri.



Namun demikian, terlepas dari nilai lebih layanan internet banking, maka dari
sudut pandang hukum kehadiran layanan tersebut masih menyimpan sejumlah

masalah.* Masalah yang muncul terutama disebabkan oleh beberapa hal berikut:

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa
yang ditawarkan pihak bank

2. Kurangnya pemahaman nasabah tentang aktivitas dan produk atau jasa

3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan pihak bank, khususnya
bagi nasabah peminjam dana

4. Tidak adanya saluran yang memadai untuk menfasilitasi penyelesaian

awal masalah yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank.

Kasus pembobolan tabungan nasabah Bank BNI Cabang Ambon yang
sebelumnya berjumlah Rp58 miliar bertambah jadi total Rp134,409 miliar. Kabid

Humas Polda Maluku Kombes Pol Mohamad Roem Ohoirat : (mengatakan

bertambahnya dana yang telah dibobol itu setelah penyidik Ditreskrimsus Polda

Maluku menetapkan tersangka baru, Tata Ibrahim).

Tata diketahui sebagai pegawai BNI cabang Makassar, Sulawesi Selatan.
"Tata Ibrahim di tetapkan sebagai tersangka kasus BNI karena turut membantu
Faradiba Yusuf eks kepala pemasaran KCU BNI Ambon," kata Ohoirat dalam

konferensi pers, Ambon, Jumat (7/2). Ohoirat mengatakan penetapan itu berdasarkan

* Budi Agus Riswandi, Aspek Hukum Internet Banking, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2005, hal. 2.



temuan aliran dana ke rekening Tata. Uang yang tercatat, kata dia, adalah Rp76,409
miliar. "Jadi Rp76,409 M ini di luar dari jumlah Rp58 miliar, totalnya rekan-rekan
wartawan sendiri menghitungnya saja," kata Ohoirat. "Yang bersangkutan (Tata

Ibrahim) belum ditahan dan baru ditetapkan tersangka," imbuhnya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis yakni dari UU Perbankan,
UU Tipikor, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Mengenai dugaan aliran
dana pembobolan yang disalurkan ke pihak lain, Ohoirat menjawab,"Saya tidak tahu,
pastinya siapa-siapa yang menerima akan mempertanggungjawabkan." Dalam kasus
ini, polisi telah menetapkan tujuh tersangka. Ohoirat mengatakan tak menutup
kemungkinan ada tersangka baru. "Saya yakin sungguh besok atau lusa akan ada
tambahan tersangka lagi,"ungkapnya. Sebelumnya, Polda Maluku meringkus eks
kepala pemasaran KCU BNI cabang Ambon Faradiba Yusuf dan anak angkatnya

Soraya di kediaman Faradiba Yusuf di kawasan Perumahan Cintralen Lateri Ambon.

Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka usai menjalani serangkaian
pemeriksaan di Ditreskrimsus Polda Maluku. "Sekitar Rpl miliar uang hasil
kejahatan yang ditarik tunai di BNI cabang pembantu Mardika turut dihadirkan di
Aula Polda Maluku pada Oktober 2019. Ditreskrimsus Polda Maluku juga
menetapkan kepala BNI pembantu cabang Tual, cabang Masohi dan cabang Mardika
dalam kasus pembobolan tabungan uang nasabah BNI cabang Ambon senilai Rp58

miliar kala itu.



Saat kasus ini terungkap, BNI mengakui kejanggalan transaksi dan
penggelapan dana yang terjadi di BNI Cabang Ambon merupakan perbuatan oknum
dalam sindikat investasi tak wajar. Pada 20 Oktober 2019, Direktur Bisnis Korporasi
BNI Putrama Wahju Setyawan menuturkan dana nasabah BNI tetap aman, sehingga
masyarakat tidak perlu khawatir untuk tetap bertransaksi dan menyimpan dana. Dia
mengklaim pelanggaran yang terjadi di Ambon adalah kasus yang memiliki dampak
minimal terhadap operasional dan ketersediaan dana di BNI. Putrama mengharapkan

pihak Kepolisian dapat mempercepat proses pengungkapan kasus tersebut.’

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian
untuk membahas masalah tersebut dan berusaha mencari solusi terbaik melalui
penulisan skripsi ini yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari

Resiko Pembobolan Dana
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan

dalam peneitian inia dalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah pada lembaga
perbangkan menurut undang-undang No 8 tahun 1999 tentang

perlindungan kosumen?

*https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170857-12-472680/Pembobolan Uang
Nasabah Bni Di Ambon Capai Rp134 Miliar, diakses pada hari senin tanggal 4 september 2023.


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170857-12-472680/Pembobolan%20Uang%20Nasabah%20Bni%20Di%20Ambon%20Capai%20Rp134%20Miliar
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200207170857-12-472680/Pembobolan%20Uang%20Nasabah%20Bni%20Di%20Ambon%20Capai%20Rp134%20Miliar

2. Bagaimana bentuk tanggung jawab Bank terhadap hak yang dirugikan
dalam pembobolan dana nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perbankan?

C. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya
penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih
terarah dan memudahkan peneliti dalam membahas hanya pada “Perlindungan

hukum bagi nasabah dari resiko pembobolan dana”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam

penelitian yaitu:

a. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan  hukum kepada nasabah
lembaga perbangkan menurut undang-undang No 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen.

b. Untuk menganalisis Bagaimana bentuk tanggung jawab Bank terhadap hak
yang dirugikan dalam pembobolan dana nasabah Menurut Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :
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1. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyekesaikan
pendidikan srata satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas
Syariah (IAIN) Ambon.
2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan
tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Resiko Pembobolan Dana.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan
bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara
rinci mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dari Resiko Pembobolan
Dana.
E. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat
yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kaliamat
atau istilah sebagai berikut:

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank ditinjau dari UU No.8 Tahun
1999 tentang perlindungan konsumen merupakan jaminan kepastian hukum yang
diberikan pihak bank kepada nasabah karena pada dasarnya undang- undang inilah
yang melindungi konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Perlindungan

hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau
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penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum
adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.®

Nasabah adalah sebutan bagi pengguna layanan perbankan suatu instansi
keuangan. Nasabah adalah istilah yang digunakan untuk menyebut para pengguna
layanan perbankan suatu lembaga keuangan.’” Nasabah adalah orang atau badan usaha
yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Nasabah dibagi
menjadi dua jenis, yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur.®

Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro,
tabungan, dan deposito.

Simpanan dari masyarakat biasanya diberikan balas jasa yang menarik seperti,
bunga dan hadiah lainnya. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan berupa pemberian

pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya diberikan

Shttps://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail /pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara---
memperolehnyatext=Perlindungan%?20hukum%?20adalah%20upaya%?20melindungi,orang%20berhak
%20memperoleh%20perlindungan%?20hukum. diakses pada tanggal 4 september 2023.

"https://www.ocbenisp.com/id/article/2022/09/27/nasabah-adalahtext=Nasabah
%20adalah%?20sebutan%?20bagi%20pengguna,layanan%?20perbankan%?20suatu%20lembaga%?20keuan
gan. diakses pada hari senin tanggal 4 september 2023.

*https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438text=Dalam%20istilah%20Perb
ankan%2C%?20nasabah%?20adalah,Nasabah%20Penyimpan%20dan%20Nasabah%20Debitur. diakses
pada tanggal 4 september 2023.


https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara---%20memperolehnyatext=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum.
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara---%20memperolehnyatext=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum.
https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara---%20memperolehnyatext=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum.
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/09/27/nasabah-adalahtext=Nasabah%20%20adalah%20sebutan%20bagi%20pengguna,layanan%20perbankan%20suatu%20lembaga%20keuangan.
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/09/27/nasabah-adalahtext=Nasabah%20%20adalah%20sebutan%20bagi%20pengguna,layanan%20perbankan%20suatu%20lembaga%20keuangan.
https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/09/27/nasabah-adalahtext=Nasabah%20%20adalah%20sebutan%20bagi%20pengguna,layanan%20perbankan%20suatu%20lembaga%20keuangan.
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438text=Dalam%20istilah%20Perbankan%2C%20nasabah%20adalah,Nasabah%20Penyimpan%20dan%20Nasabah%20Debitur
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438text=Dalam%20istilah%20Perbankan%2C%20nasabah%20adalah,Nasabah%20Penyimpan%20dan%20Nasabah%20Debitur
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untuk mendukung kelancaran kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana
masayarakat.’

Pembobolan adalah proses, atau cara, atau perbuatan membobol. Membobol
berarti menjebol atau merusak, menembus, dan merusak dengan kekerasan, atau
membongkar dengan paksa.'”

Dana Nasabah (RDN) adalah rekening atas nama kamu sendiri yang
dibukakan oleh sekuritas dengan fungsi khusus untuk melakukan transaksi jual beli
saham atau instrumen investasi lain yang ada di pasar modal seperti Obligasi F R

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menunjukkan keaslian dalam

penelitian ini, diantaranya:
1. Penelitian Melli Meilany

Penelitian Melli Meilany skripsi tahun 2008 dengan judul Perlindungan
Hukum Bagi Nasabah Bank Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (field
research) dan studi kepustakaan (library research). Dari hasil penelitian ini ditemukan
bahwa perlindungan nasabah dari ditinjau dari perlindungan konsumen merupakan

jaminan kepastian hukum terhadap nasabah untuk dilindungi dan mendapatkan

? https://www.bareksa.com/kamus/p/perbankan. diakses pada tanggal 4 september 2023.

' http://repository.radenfatah.ac.id/8125/2/skripsi BAB ILpdf diakses pada tanggal 4
september 2023

"dt57a3/:text=Rekening%20Dana%20Nasabah%20(RDN)%20adalah,pasar%20modal20sepe
1ti%200bligasi%20FR.diakses pada tanggal 4 september 2023.


https://www.bareksa.com/kamus/p/perbankan
http://repository.radenfatah.ac.id/8125/2/skripsi%20BAB%20II.pdf
https://faq.bibit.id/id/article/apa-itu-rekening-dana-nasabah-rdn%20%20%20dt57a3/:text=Rekening%20Dana%20Nasabah%20(RDN)%20adalah,pasar%20modal%20seperti%20Obligasi%20FR.diakses
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pelayanan secara benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang

diberikannya."
2. Penelitian Widya Lusidawati

Penelitian Widya Lusidawati Silaban skripsi tahun 2011 dengan judul
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Di Bidang
Perbankan. Dalam penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan adalah jenis
penelitian normative juridis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada
peraturan-peraturan tertulis dan bahan lain. Permaslahan yang dibahas yaitu
mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan
dan peraturan lainnya di Indonesia, dan perlindungan hukum terhadap nasabah bank
dalam tindak pidana di bidang perbankan dan Terhadap terjadinya tindak pidana
perbankan maka peraturan-peraturan yang dapat dikenakan terhadap pelaku adalah
pengaturan tindak pidana di bidang perbankan baik dalam peraturan perbankan
maupun peraturan lainnya yaitu seperti Undang- undang Perbankan, Undang-undang
Bank Indonesia, Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang

Hukum Pidana."

2 MelliMeilany, PerlindunganHukumBagiNasabah Bank Di Tinjau Dari UU NO.8 Tahun
1999  TentangPerlindunganKonsumen,  Skripsi,( Medan:  Universitas ~ Sumatra  Utara
Medan,2008);lihat.http://www.todaydocs.com/pdf/perlindungan+hukum+terhadap+nasabah-+bank+diti
njautdari+undang/, diakses tanggal 5 September 2023.

PWidyaLusidawatiSilaban, PerlindunganHukum TerhadapNasabahBankDalam TindakPidana
DiBidangPerbankan,Skripsi,(Medan:UniversitasSumatraUtaraMedan,2011);1ihat.http://www.thedigili
b.com/topics/perlindungan+nasabah+bank, diakses tanggal 5 September 2023.
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Penelitian terdahulu di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara
penelitian yang satu dan yang lainnya. Persamaannya terletak pada objek materil
yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi nasabah sedangkan
perbedaanya terletak pada objek formil yang mana dalam penelitian di atas ada yang

membahas tentang tindak pidana di bidang perbankan.

Hasil penelitian yang saya dapat menunjukan perlindungan hukum bagi
nasabah dari resiko pembobolan dana ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen merupakan jaminan undang-undang inilah yang melindungi
konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Sesuai undang-undang
perlindungan konsumen maka bank selaku pelaku usaha berkewajiban melayani
nasabah secara benar dan jujur serta memberikan informasi yang benar mengenai

kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.

Tanggung jawab bank terhadap hak yang dirugikan dalam pembobolan dana
nasabah menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbangkan. Bentuk tanggung jawab
dari pihak bank terhadap pihak nasabah yang mengalami tindakan kejahatan bank
dalam hal ini terjadi kasus pembobolan dana nasabah, ialah terdapat dua bentuk
tanggung jawab, yaitu bentuk tanggung jawab hukum pidana, dan bentuk tanggung
jawab dalam hukum perdata. Dimana dalam kedua bentuk tanggung jawab tersebut
terdapat sanksi-sanksi yang memberatkan pihak yang melakukan tindakan kejahatan

bank.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah
penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer
dan sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan terhadap taraf singkronisasi

hukum, dan juga perbandingan hukum.
B. Jenis Pendekatan
Jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah:

1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach). Dimana dalam penelitian
ini melakukan pengkajian dan analisa atas seluruh peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang berkaitan dan sesuau dengan isu hukum yang
ditangani.'

2) Pendekatan Kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telah
terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah
menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam arti nyata dan menelitii bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan

masyarakat.

' Soerjono Soekanto dan Sr Mamudj, 2009,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

46
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3) Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini terdiri

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
¢) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan
terhadap bahan hukum primer atau membantu dalam melakukan analisa atas bahan
hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian jurnal ini
adalah hasil buku-buku literatur, karya ilmiah yang berasal dari kalangan hukum,
artikel- artikel mengenai perlindungan hukum dan perbankan. Bahan hukum tertier
yang dipergunakan dalam penulisan ini merupakan petunjuk terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklo pedi.”
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi dokumen dengan
melakukan penelaahan terhadap peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan
topik pembahasan, buku-buku sebagai bahan bacaan terkait yaitu buku-buku

perbankan dan perlindungan konsumen. Kemudian dilakukan studi kepustakaan yang

* Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.
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memiliki tujuan untuk mencapai konseps-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat
ataupun penemuan-penemuan yang memiliki hubungan erat dengan apa yang menjadi

permasalahan.
D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggambarkan apa yang menjadi
masalah (deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi) mengkaji permasalahan dari
bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil
evaluasi tersebut, sehingga didapat kesimpulan mengenai persoalan yang di bahas

oleh penelitian ini.
E. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk

menganalisis data yang telah diperoleh selama penelitian.3
1. Reduksi Data

Reduksi ialah merangkum, mencari dan memilih hal-hal yang bersifat pokok.
Peneliti akan memfokuskan pada hal-hal yang bersifat penting dan sesuai dengan
tema yang diteliti. Dalam mereduksi data peneliti menggunakan rujukan pada tujuan

yang akan dicapai.

2. Penyajian Data (Data Display)

* Widodo, “ Metodologi Penelitian Populer & Praktis”, (Depok, Rajawal Pers, 2019), hal. 75.
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Setelah melakukan reduksi data, maka langkah berikutnya yang harus peneliti
kerjakan ialah menyajikan data. Dalam proses ini peneliti aka menyajikan data
dengan kumpulan informasi tersususn. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan

data display dengan menyusun beberapa poin-poin dalam bentuk tabel.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank tentang perlindungan konsumen
merupakan jaminan kepastian hukum yang diberikan pihak bank kepada
nasabah karena pada dasarnya undang-undang inilah yang melindungi
konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Akan tetapi terjadi
pembobolan dana pada nasabah oleh karena itu, nasabah belum dapat
perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen. Tindak
pembobolan dana ditinjau dari undang- undang perlindungan konsumen.
Pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa, yakni ganti rugi sejumlah
uang milik nasabah yang sebelumnya hilang akibat tindak pembobolan yang
terbukti tanpa adanya unsur kelalaian dari pihak nasabah.

Pembobolan dana nasabah yang di lakukan pegawai bank kepada nasabah,
yang terjadi akibat perlakukan dari pihak bank sendiri, adapun disamping itu
pemberian ganti rugi pihak bank, sebagai cara untuk menjaga serta
memulihkan kepercayaan masyarakat dikarenakan adanya pembobolan dana
nasabah, pihak bank biasanya juga memberikan hadiah sebagai kompensasi,

permohonan maaf atau kunjungan pihak Bank kepada nasabah yang
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mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan, semua tergantung
kreativitas kantor cabang masing-masing. Namun apabila memang terjadi
kehilangan dana yang diduga dilakukan pihak ketiga melalui pembobolan

mesin ATM, maka pihak Bank wajib memberikan ganti rugi.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan yang telah dikemukakan diatas dapat

disarankan hal sebagai berikut:

1.

Kepada pihak bank disarankan hendaknya lebih ketat lagi dalam dana nasabah
karena bank merupakan sebuah bisnis kepercayaan dalam hal perbankan.

Kepada masyarakat, hendaknya hati-hati dalam penyimpanan dan atau
meminjam uang kepada bank, karena masih banyak bank yang tidak
melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, dan melakukan
pengcekan secara berkala dana simpanannya sehingga apabila terjadi hal yang

tidak diinginkan bisa diketahui sedini mungkin.
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